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PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.36/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016

TENTANG

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Pejabat Pembina

Kepegawaian atas dasar validasi hasil evaluasi jabatan

menetapkan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi

Pemerintah;

b. bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi sesuai dengan surat Nomor

B/557.2/M.PANRB/1/2016 tanggal 29 Januari 2016

memberikan persetujuan penetapan hasil Evaluasi

Jabatan di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand

Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2015 tentang

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road

Map Reformasi Birokrasi 2010-2025;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang

Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi

Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 713);

Memperhatikan: Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor B/557.2/M.PANRB/1/2016

Tanggal 29 Januari 2016 hal Persetujuan Penetapan Hasil
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Evaluasi Jabatan di Lingkungan Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN

KEHUTANAN TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

Pasal 1

Rekapitulasi Kelas Jabatan dan Persediaan Pegawai; Daftar

Nama Jabatan Struktural, Kelas Jabatan dan Persediaan

Pegawai; Daftar Nama Jabatan Fungsional dan Jabatan

Lainnya; Tabel Hasil Evaluasi Jabatan Struktural; dan Tabel

Hasil Evaluasi Jabatan Fungsional dan Jabatan Lainnya di

Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I,

Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri

ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Maret 2016

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN

KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIAtd.

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 18 April 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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